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bahwa dalanr langka nrelanjutkan Refonrrasi bagi Percepatan
Penrbangunan Ekononti yanl; Berkeadilan, a4ar dapat tetap
mencapai perlunrbuharr ekonotrri yang cukup tinggi dan disertai
dengan pengurangan kemiskinan, perlu dibuka alternatif inovatit'
bagi lembaga-lernbaga riset untuk mendukung ploses pemntusan
dan pengambilan kebiiakan di Indonesia;

bahwa dalam rangka mengelola paftisipasi lentbaga-lembaga riset
pada perunrusan dan pnganrbilan kebijakan di Indonesia, perlu
dilakukan koordinasi, sinergitas, dan sinkronisasi plogrant
hibah/pinjanran luar tregeri, serta pemantauan dan evalrtasi
yrlaksanaan bantuan donor ulltuk sektor pengetahuan secat'a

insentif:

bahwa berdasarkall pertinlballgan seba5laimatta dimaksud dalanl
huruf a dan htrluf b, lxrlu trtetnbentuk Tim Koordinasi Strategis
Pengelolaan Hibah Sektor f'enSetahuan;

bahwa pejabat dart 1;egawai yanS namanya tercantutrl dalant
Lampiran Keputusan ini dianggap urampu dan t.tlenrenuhi
persyaratan untuk duduk dan ntelaksanakan tugas s€ba8ai anSSota

Tim Koordinasi Stl'ateSis Pengelolaan Hibah Sektor PenSetahuan;

Undang-Undang Nonlor 15 Tahtrn 2077 tentanS AnSSaran

Pendapitan dan Belanja Negarn Tahun Anggaran 2018 (Lenlbaran

Negara Repubhk lndonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6138);

c

cl

2. Undang-Undattg ..
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Memerhatikan
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8.

9.
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4.

Undang-Undang Nonlor 25 Tahrn 2OO4 tentang Sistenl
Perencanaan Pembangunan Nasional (lrnrbaran Negara Republik
lndonesia Tafutn 2004 Nornor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Peraturan Pernerintah Nonlor 10 Tahun 2011 tenlang Tata Cara
Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;

Peraturan Penrerintah Nomor 45 Tahun 2013 lenlan1 Tata Cara
Pelaksanaan Anggarzn dan Belanja Negara;

Peratumn Presiden Nouror 2 Tahun 2015 tentanS Rencana
Perrrbangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2O19;

Peraturan Presiden Nornor 7 Tahun 2015 tentanS Organisasi
Kementerian NeSara;

Peraturan Presiden Nonror 65 Tahun 2015 tentanS Kenlenterian
P erencanaan Pembangunan Nasional;

Peraturan Presiden Norrlor 66 Tahun 2015 tentang Badan
Perencanaan Per.nbangunan Nasional sebagainrana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nontor 20 Tahun 2016;

Perahrran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional./Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Ke4a Kenlenterian Perencanaan
Penrbangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional xbagainana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Penrbangunan Nasional Nonror 6 Tahan 20171,

Peraturan Menteri Perencanaan Pembatrgunan Nasional./Kepala
Badan Perencanaan Petnbatrgunan Nasional Nollror 5 Tahun 2016
tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan
Evaluasi Kegiatan dan AngSat?n;

Arlikel IV dari Tteaty on Developntent Cooperution langgal 27 Jnli
1999 antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia;

Subsidiary Arransenent (SA) tanggal 29 Oktober 2073 antfia
Penrerintah Indonesia dan Pemerintah Australia tetkait Austlzlia'
lndonesia Pafinenhip lbr Prc-Poor Policy: The Kttowledge kctor
lnitiative;

Exchange of Lettets t^n*g l 24 Febflrari 2016 dan 16 Mei 2016
rrrengenai pentbahan pertallla atas Subsidiary Anattqe rcfit ar.tar^
Perrrerintah Indonesia dan Pemerintah Australia terkait Australia-
Indonesia Partnerchip lbr Pro-Poor Policy: Tlte Knowledge Sectot
Ittitiativq

Subsieliary Artangenent (SA) tanggal 3I Mei ZO17 antffa
Penrerintah Indonesia dan Pemerintah Australia terkait Australia'
lndonesia Partnetsttip for Knowledge Sector lllititive (KSI) Phase II;

MEMLIUSKAN:...
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Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN Mf,NTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAI,/KEPAIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Tf,NTANG PEMI]ENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEI,OIAAN
IIIBAH SEKTOR Pf,NGITAHUAN.

Menrbentuk Tirn Koordinasi Strategis Pengelolaan Hibah Sektor
Pengetahuan untuk selanjuhrya disebut Tinr Koordinasi Strategis, dengan
susunan keanggotaan sebagaintana tercantunl dalam Lampiran
Keputusan ini.

Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tinr Pengarah, Penanggung Jawab,
Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

Tirn Pengarah bertugas:

a. mengidentifikasi rekomendasi kebijakan strategis dan kebijakan
ulnunl dalanl kaitannya dengan Tint Koordinasi Strategis;

b. nrenentukan bidang prioritas yang akan dibiayai oleh Tim
Koordinasi Strategis;

c. memberikan persetujuan atas kriteria kegiatan-kegiatan penelitian
dan pedonran operasional standar dengan tujuan nrenjanrin
transparatrsi, akuntabilitas dan efektivitas bantuan hibah Tint
Koordinasi Strategis;

d. mengoordinasikan kedasama denSan pihak pemberi hibah sesuai
dengan prinsip-prinsip yanS terkandung dalam Komitmen Jakarta
sefta Deklamsi Paris tentang Efektivitas Bantuan;

e. nlenlastikarr harmonisasi rranfaat dan pelaksanaan progmm-
prograln Tinr Koordinasi Strategis;

f. secara setengah-tahunan, llelakukan peftemuan untuk
rlengevaluasi pelaksanaan keSiatan-ke8iatan Tim Koordinasi
Strategis;

g. menyetujui program kerja tahunan yang telah disusun oleh Tinr
Pelaksana;

h. nrenerirrra laporan nonitoring dan evaluasi kegiatan yang dibiayai
Tim Koordinasi Pengelolaan Hibah Sektor Pengetahu n',

i. nrengatur audit dari Tim Koordinasi Strategis yan9 akan
didelegasikan kepada Tim Pelaksanal

j. memberikan persetujuan Pedoman standar operasioal prosedur
yang disusun oleh Tinr Pelaksanal

k. nrenyiapkan dan meny,usun laporan kepada Menteri Perencanaan
Penrbangunan Nasional/ Kepala B ad,^n P erencanaan Pembangunan
Nasional yang tuSas pokok dan fungsinya terkait penyusunan
kebijakan nrengenai pelaksanaan dari Tim Koordinasi Strategis
minimal 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila
diperlukan.

KEEMPAT: ...
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KEEMPAT

KELIMA

Penanggung Jawab beft ugas:

a. nrentberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tim
Pelaksana;

b. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang
dilakukan oleh Tim Pelaksana;

c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim
Pengarah.

Tim Pelaksana bertugas:

a. menrberi masukan teknis kepada Tim Pengarah dalant proses
koordinasi kesinambungan Tim Koordinasi Strategis;

b. melakukan koordinasi pentantaLlan dan pengendalian sefta
1rngawalan pelaksanaan arahan dari Tim Pengarah;

c. nlenlusun dan mengajukan rekomendasi Rencana Kerja Tahunan
kepada Tirrr Pengaraii:'

d. melakukan penilaian dan analisis teknis terhadap usulan-usulan
kegiatan yang diajukan oleh K/L dan unit-unit kerja di Kementerian
Perencanaan Pertrbangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional;

e. mengajukan rekonrendasi teknis terhadap usulan-usulan kegiatan
yang diajukan oleh K,/L dan unit-unit kerja di Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pernbangunan Nasional yang dapat didanai oleh Titn Koordinasi
Strategis kepada Tirn Pengarah;

f. rrrelakukan koordinasi teknis terhadap kegiatan koordinasi strategis
penSelolaan hibah sektor pengetahuan yang dilakukan oleh unit-
unit kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaafl Pembangunan Nasional dan mitra
K/L terkait;

A. melaksanakan penSawasan atas pelaksanaan kegiatan koordinasi
strateSis pen8elolaan hibah sektor pengetahuan yanS dilakukan oleh
unit-unit ke{a di Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/8adan Perencanaan Penrbangunan Nasional dan mitra
K,/L terkait;

h. lrlenyiapkan dan urenyusun laporan rnengenai pelaksanaan tuSas-
tugas teknis kepada PenanggungJawab KeSiatan, minimal 6 (enam)
bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan;

i. rrrenyusun kelengkapan dokumen pelaporan pelaksanaan kegiatan
koordinasi strategis pengelolaan hibah sektor pengetahuan yang
dilakukan oleh unit-unit kerja di Kenrenterian Petencanaan
Penrbangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional dan mitra K/L terkait.

KEENAM
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KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN :

Tenaga Pendukung bertugas:

a. nlembantu pelaksanaan tuSas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan
mengolah bahan untuk pen)rusnnan laporan kegiatan koordinasi
pengelolaan hibah sektor pengetahuan;

b. nrelaksanakan tuSas kesekretariatan dan tugas Lainnya yang
dihrgaskan oleh Tim Pelaksana.

Dengan ditetapkan Keputusan ini maka Keputusan Menteri Perencanaan
Perrrbangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
derrgan Norrror KEP. 84IM.PPN/HK/O7 /2017 tentang Penrbentukan Tim
Koordinasi StrateSis Pengelolaan Hibah Sektor Pengetahuan, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Segala biaya yanS diperlukan dalant rangka pelaksanaan tugas Tinr
Koordinasi StrateSis dibebankan pada Anggaran Pendapalan d,an Belanja
Negara rrrasing-masing Kementerian/Lembaga dan Dana Hibah The
Aushalia-lnclonesia Paftnerchip lbr Knowledge Sector lnitiative (KSI)
Phase II.

Keputusan ini berlaku sejak tanSSal ditetapkan dan berlaku surut sejak
tanSgal 1 Februari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2018

MINTI]RI PI]RINCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI-/
KI]PAIA I}ADAN PIRENCAN AN PI]MBANGUNAN NASIONAI,,

UAMBANG P.S. TIRODJONEGORO

rtd

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,

-E--
RR. futa Erawati



SUSUNAN KL\NGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEI,OLAAN HIBAII SEKTOR PENGETAHUAN

SALINAN
I,{MPIRAN
KIIPUTUSAN MENTERI PPN/KEPAId BAPPENAS

NOMOR KEP. 112IM.PPN/HK/09/ 2OIA
TANGGAI, 19 SEPTEMBER 2OI8

Menteri PPN/Kep ala BapPnas.

Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian

PPN/Bappenas.

l. SekretarisKementerian PPN/Sekretaris Utama

BapFnas;

2. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

3. Deputi Bidang Pendan aan Pentbangunan,

Kementerian PPN/Bappenas;

4. Deputi Bidang Pembangunan Manusia,

Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian

PPN/Bapl)enas;

5. Deputi Bidang Kependudukan dan

Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;

6. Deputi Bidang Pengembangan Regional,

Kementerian PPN/Bappenas;

7. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan

Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;

8. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan

Pengendalian Pembangunan, Ker.llenterian

PPN/Bappenas;

9. lnspektur Utarua, Kementerian PPN/Bappenas;

10. Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor

UnSSulan dan lnfrastruktur, Kementerian

PPN/Bappenas;

11. Staf Ahli Bidang Sineryi Ekononti dan

Pembiayaan, Kementerian PPN/Bappenas;

A. TIM PENGARAII

Kctua

Wakil Ketua

Anggota

12. Staf



It. PENANGGUNG J WAB

C. TIM PELAKSANA

Ketua

72. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelentbagaan,

Kementerian PPN/Bappenas;

13. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian

Keuangan;

74. Direktur Jenderal Pembiayaan dan

Pengelolaan Risiko, Kementerian Keuangan;

15. Direktur Jenderal Pengvatan Riset dan

Pengembangan, Kementerian Riset Teknologi

dan Pendidikan Tingqi;

16. Direktur Jenderal Sumber Daya tptek Dikti,

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan

Tinggi;

17. Deputi Ilmu Pengetahuan Sosial dan

Kemanusiaan, kmbaga llmu Pengetahuan

Indonesia;

18. Ketua Akademi IImu Pengetahuan lndonesia;

19. Deputi Kajian Kebijakan, I.rrnbaga

Administrasi Negara.

Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian

PPN/Bappenas.

Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Krreatif,

Kementerian PPN/Bappenas.

Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK, d an Kebrdayaan,

Kemeflterian PPN/Bappenas.

Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK clan Kebudayaan,,

Kementerian PPN/Bappenas.

Kepala Pusat Penelitian Perkembangan IPTEK,

Lernbaga Ilnlu PenSetahuan lndonesia.

wakil Ketr-1a

Kelonwk Keria I - Agenda datt fetbiayaan Penelitiatt

Ketr-ra Ke lompok Kerja

Wakil Ketua Kelompok Kerja

AllgSota
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1. Direktur Keuangan Negara dan Analisis

Moneter, Kenlenterian PPN/Bappenas;

2. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN,

Kementerian PPN/Bappenas;

3. R Roro Vera Yuwantari Susilastuti, Asisten

Deputi Asesnlen dan Koordinasi Pelaksanaan

Kebijakan Kelembagaan d,an Tata laksana

Penrbangunan Manusia dan Kebudayaan,

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi;

4. Dr.lra Nurhayati Djarot, Direktur Sistem Riset

dan Pengembangan llmu Pengetahuan dan

Teknologi, Kenlenterian Riset, Teknologi dan

Pendidikan Tinggi;

5. Dr. Rudianto Sumarwono, Direktur

Universitas Indonesia - Center for Study of
Govenlance and Adninistrative Refonn (Ul-

CSGAR);

6. Dr. Teguh Raharjo, Direktur Eksekutif, Dana

Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI);

7. Dian Rosdiana, Direktur Contpany-

Conununity Partnership for Heakh Indonesia

(CCPHD Padnership for Sustairuble

L-onnunity,

8. Dr. Hidayat Anrir, Kepala Pusat Kebiajkan

AnSSaran Belanja dan Pendapatan Negara,

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian

Keru.an9an;

9. Dr. Hendrikus Passagi, Direktut Peng;atutan

Peizinan dan Pengawasan Fintech, Otoritas

Jasa Keuangan;

10. Dr. Trina Fizzanty., Peneliti Pusat Penelitian

Perkembangan IPTEK, kmbaga Ilmu

Pengetahuan Indonesial

1 1. Uthan Sary, S.Sos, M.Sc, Kementerian

PPN/Bappenas;

12. Rudi . ..



Kelomwk Kcrit ll Kualitas Penelitiart

Ketua Kelonrpok Kerja

Wakil Ketua Kelompok Kerja

Anggota Kelompok Kerja
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72. Rudi Arifiyanto, S.Sos, MA, MSE, Kementerian

PPN/Bappenas;

13. Kalihputro Fachriansyah, ST, M.Sc,

Kementerian PPN/Bappenas;

14. Tari lrstari, S.Si, SE, MS, Kementerian

PPN/Bappenas.

Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat,

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Kepala Pusat Pentbinaan Analis Kebijakan, lr-ntbaga

Administrasi Negara.

1. Kepala Pusat Analis Kebijakan dan Kinerja,

Kementerian PPN/Bappenas;

2. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis

Statistik, Kementerian PPN/Bappenas;

3. Direktur A%ratur Negara, Kementerian

PPN/Bappenas;

4. Dircktur Karir dan Kompetellsi Sumda Daya

Manusia, Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi;

5. Riyadi Santoso, Ketua, Asosiasi Analisis

Kebijakan Indonesia (AAKI);

6. Dr. Rudiar, to Sumarwono, Direktur

Universitas Indonesia - Center for Study of
Govenunce and Adniistrative Refonn (Ul-

CSGAR);

7. Dr. Asep Suryahadi, Direktur Eksekutif SMERU

Research Institutq

8. Robert Endi Jaweng, Direktur Eksekutif,

Kolrlite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi

Daerah (KPPOD);

9. Dr. Andreasta . ..
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12.

r3.

14.

Kelonwk Keria I - Kolabotasi Penpetahtntt

Ketua Kelonrpok Kerja

Wakil Ketua Kelonrpok Kerja

Anggota Kelonrpok Kerja

Dr. Andreasta Meliala, Direktur Eksekutif

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan

(PKMK), Universitas Gadjah Mada;

R. Roro Vera Yuwantari Susilastuti, Asisten

Deputi Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan

Kebijakan Kelembagaan dan T^la Laksanan

Penrbangunan Manusia dan Kebtdayaan,

Kementerian Pen d,ayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi;

lr. tadli Arif, DESS, Direktur Pengembangan

Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum,

lenlba9a Kebijakan Pengad,aan Barang dan

Jasa Pemerintah;

Ir. Destri Handayani, ME, Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak;

Irfan, SH, MH, Kementerian PPN/Bappenas;

Mirna Saraswati, SH, MAP, MIDS,

Kementerian PPN/Bappenas.

Direktur lndustri, Pariwisata dan Ekonond Kreatif,

Kernenterian PPN/Bappenas.

Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan,

Kementerian PPN/Bappenas.

l. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan'fata

Laksana, Kenlenterian PPN/Bappenas;

2. Kepala Biro Hunus danTata Usaha Pimpinan,

Kementerian PPN/Bappenas;

3. Kepala Subdirektorat Kawamn StrateSis,

Direktorat Pengembangan Wilayah dan

Kawasan, Kementerian PPN/Bappenas;

4. Kepala Sub Direktorat Ekonomi Kreatif,

Kementerian PPN/Bappenas;

5. Dr. Asep .. .
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Dr. Asep Surhayadi, Direktur Eksekutif SMERU

Research lntitute;

Dr. Medelina Hendltio, Direktur Eksekutif

Center for Strategic dan International Studies

(CSIS);

Dr. Agus Eko, Kepala Pusat Penelitian Ekonomi,

Lenrbaga llnlu Pengetahuan Indonesia (LIPI);

Metta Dharnlasa putr^, Kat^Dala;

Prodita Sabarini, The Conversatio4

Eri Mulia, SE, ME, Kementerian PPN/Bappenas;

Yogi Harsudiono, SE, MPA, Kementerian

PPN,zBappenas.

8.

9.

10.

11.

Wakil Ketua Kelonrpok Kerja

Anggota Kelonrpok Kerja

Kelontnk lV - Intesrasi Percncanaan dan Pendanaan

Ketua Kelonlpok Kerja Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan

Penrbangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

Direktur Sistem Penganggaran, Dircktorat Jenderal

AngSaran, Kementerian Keuangan.

I. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan,

Kementerian PPN/Bappenas;

2. Direktur Otonomi Daerah, Kementerian

PPN/Bappenas;

3. Direktur Sistem, Pelaporan Pemantatan,

Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan,

Kententerian PPN,/Bappenas;

4. Direktur Pemantauan Evaluasi dan

Pengendalian Pembangunan Sektoral (PEPPS),

Kenlenterian PPN/Bappenas;

5. Direktur Pem^ntauan Evaluasi dan

Pengendalian Pembangunan Daerah (PEPPD),

Kementerian PPN/Bappenas;

6. Kepala Pusat Data dan Infornrasi, Kementerian

PPN/Bappenas;

7. Direktur...
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Direktur Perd,agangan, Investasi dan

Kerjasama Ekonomi Internasional,

Kementerian PPN/Bappenas;

Inspktur Bidang Administrasi Un1unl,

Kenlenterian PPN/Bappenas;

Direktur Dana Perimbangan, Direktorat

Jenderal Perimbangan, Kententerian

Keuangan:,

Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat

Jenderal Perbndaharaan, Kernenterian

Keuangan;

Titin Gantini, SH, Kementerian PPN/Bappenas;

Drs. I Dewa Gde Sugihamretha, MPM,

Kenlenterian PPN/Bappenas;

Istasius AnSger Anindito, SE, MA, Kementerian

PPN/Bapl)enas;

Ade Faisal, ST, M.Sc, Kementerian

PPN/Bappenas;

Siti Maftukhah, ST, Kementerian

PPN/Bappenas;

Yunus Gastanto, SE, PG. Dip, Kenrenterian

PPN/Bappenas;

Hari Dwi Korianto, S.Kom, M.Si, Kementerian

PPN/Bappenas;

Alen Ermanita, S.Sos, M.Sc, Kementerian

PPN/Bappenas;

Sri Suharto, SE, QIA, Kementerian

PPN/Bappenas;

Anantyo Wahy.u Nugroho, SE, M.Acc. Ak,

Kementerian PPN/Bappenas;

Meitha lka Pratiwi, SP, MBA, Kenlenterian

PPN/Bappenas;

Agus Riyanto Kurniawan, SE, M.Dev.Econ

(Adv.), Kementerian PPN/Bappenas;

Hendra Wahanu Prabandani, SH, LLlvt,

Kementerian PPN/Bappenas;

10.

I1.

12.

I-1

I5.

I6

17.

18.

19.

21.

22.

24. Herivadi .. .
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Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukunr,

RR. Rita Erawati
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24. Heriyadi, S.Sos, MT, M.Sc, Kementerian
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